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ABSTRAK 

ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI DALAM PEMBERIAN SANKSI 

PELANGGARAN ADMINISTRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH FRANSISKO 

ADITIYO GADI KAPO NIM: 2019110761 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu instrumen penting dalam 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan profesional. Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi 

dasar hukum dalam pengaturan kewajiban, larangan, serta mekanisme pemberian 

sanksi administratif bagi PNS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan 

sanksi disiplin administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil serta mengkaji kendala 

yuridis dan non yuridis yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ende. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan 

lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta 

studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang 

relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi disiplin administratif 

terhadap PNS telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

94 Tahun 2021, namun dalam praktik masih menemui berbagai hambatan. Kendala 

yuridis meliputi perbedaan penafsiran terhadap norma disiplin, keterbatasan alat bukti 

administratif, serta adanya upaya administratif dan upaya hukum yang berdampak 

pada tertundanya pelaksanaan sanksi. Sementara itu, kendala non yuridis antara lain 

berupa budaya organisasi yang toleran terhadap pelanggaran disiplin, kedekatan 

personal, serta rasa sungkan yang memengaruhi objektivitas penegakan sanksi. Oleh 

karena itu, diperlukan penegakan disiplin yang konsisten, penguatan pengawasan 

internal, serta peningkatan kesadaran hukum PNS guna mewujudkan aparatur yang 

berintegritas dan profesional. 

Kata Kunci : Sanksi Disiplin Administratif; Pegawai Negeri Sipil. 
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ABSTRAC 

ADMINISTRATIVE LAW ANALYSIS IN THE IMPOSITION OF 

ADMINISTRATIVE VIOLATION SANCTIONS FOR CIVIL SERVANTS 

REVIEWED FROM GOVERNMENT REGULATION NUMBER 94 OF 2021 

CONCERNING CIVIL SERVANT DISCIPLINE BY FRANSISKO ADITIYO 

GADI KAPO NIM: 2019110761 

The discipline of Civil Servants (Pegawai Negeri Sipil/PNS) constitutes a 

fundamental element in ensuring orderly, professional, and accountable public 

administration. Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant 

Discipline serves as the legal basis for regulating obligations, prohibitions, and the 

mechanism for imposing administrative disciplinary sanctions on civil servants. This 

study aims to analyze the implementation of administrative disciplinary sanctions 

against civil servants and to examine the juridical and non-juridical obstacles 

encountered in their application within the Government of Ende Regency. This 

research employs an empirical legal research method using a statutory approach and a 

field approach. The data were obtained through interviews with relevant officials and 

literature studies of statutory regulations and related legal materials. The findings 

indicate that the implementation of administrative disciplinary sanctions has been 

carried out in accordance with the provisions of Government Regulation Number 94 

of 2021; however, several obstacles remain in practice. Juridical constraints include 

differences in the interpretation of disciplinary norms, limitations in administrative 

evidence, and the existence of administrative and legal remedies that result in delays 

in the execution of sanctions. Meanwhile, non-juridical constraints involve an 

organizational culture that tends to tolerate disciplinary violations, personal 

relationships, and feelings of reluctance that affect the objectivity of disciplinary 

enforcement. Therefore, consistent enforcement of disciplinary regulations, 

strengthening of internal supervision, and increased legal awareness among civil 

servants are necessary to achieve a professional and integrity-based civil service 

system. 

Keyword : Administrative Disciplinary Sanctions; Civil Servants. 
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